Abstrak

Muhammad April (2018): Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam

Presfektif Hukum Islam dan Hukum Adat Di Kabupaten Kampar.
Kabupaten Kampar dijuluki serambi mekah mayoritas beragama Islam
menggunakan sistem kewarisan adat. Kental dengan filosofi adatnya ““ adat
bersendikan syara’, syara’ bersendikan kitabullah”. berarti sistem pewaris
harus sesuai dgn ketentuan Al-quran yang secara eksplisit mengatur tentang
waris. perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar
tentang hukum waris adat masyarakat Kampar. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui implementasi serta pembagian harta warisan di
Kabupaten Kampar serta untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan
pembagian harta warisan di Kabupaten Kampar perspektif hokum Islam dan
Hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. berlokasi di
Kabupaten Kampar pasca Pemekaran menurut Undang-undang-undang
Nomor 34 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004. Sumber data berupa
peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan hukum warisan, dan
mempelajari, memahami kepustakaan berupa buku-buku atau literatur
tentang hukum waris menurut hukum Islam. Untuk menghimpun data yang
diperoleh, maka dipergunakan teknik pengumpulan data dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini
dengan cara Reduksi Data, Display/penyajan data, dan mengambil
kesimpulan lalu diverifikasi.
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat dapat
disimpulkan: pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten
Kampar didasarkan pada Aturan Dasar Adat Soko Pisoko. Adapun dasar
hukum adat Kampar adalah terdapat dalam ungkapan adat “adat tali bapilin
tigo” artinya tiga tali itu satu kesatuan tiga hukum yang sekaligus
diberlakukan, yaitu hukum adat, hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan
hukum agama. Kedua, Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam adat di
Kabupaten Kampar secara tekstual bertentangan dengan hukum Islam,
namun dilihat secara hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam
karena memiliki filosofi bahwa perempuan memiliki kewajiban yang lebih
dari seorang laki-laki. Dalam aturan adat Soko Pisoko tersebut, bahwa
dalam tiap pembagian harta harus sesuai dengan asas manfaat, keadilan,
kejelasan tujuan dan asas semangat kekeluargaan serta musyawarah. dalam
pepatah adat selalu diungkapkan, “Hukum ditetapkan menurut alur yang
patut.”

Kata kunci : Pembagian harta warisan Kampar; hukum Islam dan Hukum
Adat.
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ABSTRACT

Muhammad April (2018): The Implementation of Inheritance Divisions in
Islamic Law and Customary Law Perspectives in
Kampar District

Kampar District that is known as Serambi Mekah has a predominantly
Muslim population and uses customary inheritance systems. This district has
strong custom philosophy; “the custom has Islamic law basis” and the Islamic law
has the Quranic basis”. That means inheritance system must be aligned with
provisions of the Qur’an that explicitly regulate the inheritance. A careful research
should be conducted to correctly find out the customary law of Kampar's society
inheritance. This research is carried out to explore the implementation of
inheritance as well as its divisions on Kampar District. Besides, the research is
intended to analyze the alignment of inheritance division in the perspective of
Islamic law and customary law. It is a qualitative research. The research location
is in Kampar District after the expansion under Law No. 34 of 2004 on Regional
Government. Data sources were obtained from regulations that are related to
inheritance law, studies, and references from books or literatures on inheritance
law in Islamic law. To collect the data, observation, interview and documentation
techniques were done. Data analysis methods included data reduction, data
display, and drawing conclusion to be verified.

Based on the research findings, it can be concluded that: first, the
implementation of inheritance divisions in the district is based on Customary
Basic Rules of Soko Pisoko (inheritances). The basic law of Kampar’s custom is
represented in a customary expression: “adat tali bapilin tigo” which means the
three ropes in one. The unity of the three ropes (three laws) that should be enacted
at once consists of customary law, government law, and Islamic law. Second, the
implementation of inheritance divisions in the district’s custom is textually
contrary to Islamic law. However, it is essentially not contrary to Islamic law
because of its philoshopy that women have more obligations than men. In
regulation of the Soko Pisoko, it is stated that in every division of property must
be in accordance with the principle of benefit, fairness, clarity of goals and
principles of family spirit and deliberation. In the custom proverb, it is always
disclosed that “Hukum ditetapkan menurut alur yang patut.” (The law is set in
feasible ways).
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